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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilndonesi la salah satu Negara berkembang yang sudah semesti lnya kemajuan 

perekonomi lannya tak lepas dari l transportasi l. Kehi ldupan sehari l hari l masyarakat 

Ilndonesi la yang sebagi lan besar mengandalkan alat transportasi l, terutama pada 

transportasi l darat. Maka dari l i ltu adanya peraturan tentang lalu li lntas harus 

di lberlakukan di l Ilndonesi la agar masyarakat terti lb dan ti ldak meni lmbulkan 

kekacauan di l jalan. 

Kebutuhan serta perkembangan zaman yang begi ltu meni lngkat 

memberi lkan ruang gerak dalam memenuhi l kebutuhan kehi ldupan. Pengendara 

beroda dua ataupun empat bukan hanya di l pengemudi lkan oleh orang yang sudah 

layak namun juga anak-anak di lbawah umur yang belum layak untuk mengemudi l 

dan dapat di ltemui l di lberbagai l daerah, seperti l anak-anak sekolah dengan 

jangkauan jarak yang jauh tanpa di lantar oleh orang tuanya karena berbagai l 

faktor sehi lngga orang tuanya memberi lkan peluang untuk sil anak mengemudi l 

di ljalan sendi lri l pergi l kesekolahnya. Kasus seperti l i lnil, banyak di ltemukan. 

Banyaknnya pelanggaran Hukum yang di lsebabkan oleh anak-di lbawah umur, 

pelanggaran yang di lsebabkan oleh anak di lbawah umur bukan hal yang ri lngan, 

namun bi lsa mengaki lbatkan ti lmbulnya faktor yang sangat besar dalam lalu li lntas. 

Ilndonesi la adalah Negara Hukum, di lsebutkan di ldalam Undang Undang 

dasar 1945 Pasal Ayat 3 adalah “Negara Ilndonesi la adalah Negara Hukum”.3 

Berarti l terselenggaranya pemeri lntahan berdasarkan Hukum yang berlaku dan 

 
3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3 



2 

 

 

 

menjalankannya bertujuan untuk memenuhi l keamanan dan keterti lban. Semua 

akti lvi ltas dan kehildupan bermasyarakat harus berdasarkan Hukum yang berlaku 

dalam bermasyarakat. Salah satu Hukum yang berlaku dalam bermasyarakat 

yai ltu Hukum tentang Tata Terti lb Lalu Li lntas, di lsebutkan dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Li lntas dan Angkutan Jalan. 

Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak di lbawah umur yang menjadil 

pengemudi l. Salah satu faktor utama yai ltu kurangnya pengawasan orang tua dan 

tuntutan sosilal, dari l segi l tersebut anak di lbawah umur belum cakap untuk 

mengemudi l kendaraan di ljalan karena mereka belum memenuhi l persyaratan 

dalam mengemudi l kendaraan. Seti lap orang yang mengemudi lkan kendaraaan 

bermotor di l jalan wajilb memi llilki l Surat Ilzi ln Mengemudi l sesuai l dengan jeni ls 

kendaraan bermotor yang dilkemudi lkan. Di lsi lsi l lai ln pakar Muhammad Yami ln 

menggunakan kata Negara Hukum sama dengan rechtsstaat atau government of 

law, sebagai lmana kuti lpan pendapat beri lkut i lni l:4 

“Poli lsil atau Negara mi llilter, tempat poli lsi l dan prajuri lt memegang 

pemeri lntah dan keadi llan, bukanlah pula Negara Republi lk Ilndonesi la i lalah 

Negara Hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadi llan yang 

tertuli ls berlaku, bukanlah Negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga 

senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”  

Berdasarkan urai lan penjelasan di l atas, dalam li lteratur Hukum Ilndonesi la, 

selai ln i lstillah rechtsstaat untuk menunjukkan makna Negara Hukum, juga di lkenal 

i lstillah the rule of law. Namun i lsti llah the rule of law yang pali lng banyak 

di lgunakan hi lngga saat i lni l. Menurut pendapat Hadjon, kedua termi lnologi l yakni l 

rechtsstaat dan the rule of law tersebut di ltopang oleh latar belakang si lstem 

 
4 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagı Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-

prinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan 

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara Bina limu. (Surabaya: 2019), hal. 30 
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Hukum yang berbeda.5 Ilstillah Rechtsstaat merupakan buah pemi lki lran untuk 

menentang absoluti lsme, yang si lfatnya revolusi loner dan bertumpu pada si lstem 

Hukum konti lnental yang di lsebut ci lvi ll law. 

Kasus di ldalam lalu li lntas adalah ti ldak adanya fasi lli ltas yang cukup antara 

banyaknya kendaraan dan fasi lli ltas jalan raya yang di lmi llilki l, terutama pada 

perluasan jalan raya yang ada. 6  Hal i ltu membuat akilbat adanya 

keti ldaksei lmbangan antara banyaknya kendaraan dan fasi lli ltas yang ada, yang 

mengaki lbatkan kemacetan dan kecelakaan yang seti lap tahunnya terjadi l di l seti lap 

daerah. Sebagi lan besar peni lngkatan jumlah kecelakaan lalu li lntas dilsebabkan 

oleh kurangnya kesadran Hukum. Secara umum ada 4 faktor yang 

mempengaruhi l atas peni lngkatan jumlah kecelakaan yai ltu faktor i lndi lvi ldu, faktor 

kendaraan, faktor li lngkungan alam, dan faktor li lngkungan sosi lal.7  

Keti lka seti lap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang akan 

mendapatkan sanksi l seperti l halnya dalam Undang-Undang Lalu Li lntas 

di lsebutkan dalam Pasal 281 seti lap orang yang mengemudi lkan kendaraan 

bermotor di l jalan ti ldak memeli lki l Surat Ilzi ln Mengemudi l sebagai lmana di lmaksud 

dalam Pasal 77 Ayat (1) di lpi ldanakan kurungan pali lng lama 4 (empat) bulan atau 

denda pali lng banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupi lah). Sebuah peraturan yang 

sudah jelas memberi lkan aturan aturan dalam berkendara, salah satunya dalam 

Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lilntas seti lap pengemudi l kendaraan di ljalan 

harus memeli lki l Surat Ilzi ln mengemudi l, namun dalam reali ltas di l masyarakat 

 
5  Muhammad Yamin. Prokiamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Ghalia Indonesia 

Jakarta, 2016, hal 72 
6 Soerjono soekanto, inventaris dan analisis terhadap perUndang-Undangan lalu 

lintas,(Jakarta : cv rajawali, 1984) hal 2 
7 Soerjono soekarto, pengantar penelitian Hukum, (Jakarta: penerbit ui press 1986) hal 27 
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bukan hanya orang dewasa yang menjadi l pengemudi l kendaraan, anak anak juga 

menjadi l pelaku pengemudi l kendaraan di ljalan raya. Banyak hal yang menjadi l 

dampak pada anak apabi lla hanya karena sebuah pelanggaran anak tersebuat akan 

merasakan pemi ldanaan atau sanksi l yang mereka belum mampu untuk 

memenuhi lnya.8  

Sepeda motor sudah menjadi l bagi lan yang tildak terpi lsahkan dari l kehi ldupan 

masyarakat Ilndonesi la. Hi lngga tahun 2022 jumlah sepeda motor di l Ilndonesi la 

mencapai l 85 juta uni lt kendaraan. Namun besarnya penggunaan motor di l 

Ilndonesi la belum di li lmbangi l dengan kesadaran keselamatan berkendara. 

Keselamatan masi lh menjadi l faktor yang kurang di lperhati lkan oleh masyarakat 

sebagai l pengguna sarana dan prasarana lalu li lntas. Pada tahun 2022 sepeda 

motor menyumbang angka 56% dari l total 9002 kejadi lan kecelakaan kendaraan 

bermotor yang terjadi l di l Ilndonesi la. 

Tabel 1.1  

Persentase Jumlah Kecelakaan Sepeda Motor 

 Di Indonesia Tahun 2023 

Kelompok Usi la Jumlah Ji lwa Persentase 

SD 10025 1.00 % 

SMP 471000 4,71% 

SMA 126500 16,25% 

Jumlah 679750 69,75% 

Sumber: pusi lknas.polri l

9 

 
8 Betham, Jeremy. Teori PerUndang Undangan. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit 

Nuansa, 2006. 
9 Diakses dari  https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/remaja_dan_kecelakaan_lalu_lintas 

pada tanggal 4 November2023 

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/remaja_dan_kecelakaan_lalu_lintas
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Data di latas menegaskan bahwa peneli lti lan i lni l sangat menari lk Fenomena 

Anak-anak di lbawah umur mengendarai l sepeda motor kerap kali l di ltemui l di l jalan 

raya. Alasan peneli lti lan i lni l banyak sekali l yang melatarbelakangi l peri llaku anak-

anak i lni l dapat terkena beberapa Pasal Berdasarkan Undang-Undang, Peraturan 

Lalu Li lntas. Dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lilntas Pasal 

77 Ayat 1 di lungkapkan, seti lap orang yang mengemudi lkan kendaraan bermotor 

di l jalan wajilb memi llilki l Surat Ilzi ln Mengemudi l (SIlM) sesuai l dengan kendaraan 

yang di lkemudi lkan. Selai ln kemampuan dalam mempredi lksi l bahaya, kontrol 

emosi l Anak-anak juga masi lh sangat labi ll. Milsal jilka meli lhat posilsi l akan mudah 

takut, hal i lni l membuat Anak-anak memi lli lki l si lkap berkendara yang ti ldak aman.10 

Berdasarkan urai lan latar belakang tersebut di l atas, sehi lngga penuli ls 

bermi lnat untuk melakukan kaji lan, meneli lti l, dan selanjutnya akan di ltuangkan ke 

dalam suatu karya tuli ls dalam bentuk skri lpsi l dengan judul Ilmplementasi l 

Kebi ljakan Kepoli lsi lan Dalam Meni lndak Pengemudi l Di lbawah Umur 

Di lkabupaten Tuban. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di latas, maka di lrumuskan permasalahan 

sebagai l beri lkut: 

1. Bagai lmana Penggunaan Roda 2 oleh Pengemudi l di l jalan raya? 

2. Bagai lmana Peranan Kepoli lsilan dalam Mengatasi l Pengemudi l di l bawah 

Umur? 

3. Bagai lmana Peranan Kepoli lsilan dalam Mengatasi l Pengemudi l di l bawah Umur 

Presfekti lf Fi lqi lh Si lyasah? 

 
10 Ibid. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari l peneli ltilan i lni l adalah: 

1. Untuk Mengetahui l Penggunaan Roda 2 oleh Pengemudi l di l jalan raya. 

2. Untuk Mengetahui l Peranan Kepoli lsi lan dalam Mengatasi l Pengemudi l di l 

bawah Umur. 

3. Untuk Mengetahui l Peranan Kepoli lsi lan dalam Mengatasi l Pengemudi l di lbawah 

Umur Presfekti lf Fi lqi lh Si lyasah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teori lti ls 

a. Menambah khazanah i llmu pengetahuan lebi ls spesi lfi lknya terkai lt dengan 

Undang-Undang lalu li lntas yang mengatur pengemudi l di lbawah umur di l 

Kabupaten Tuban. 

b. Menambah khazanah i llmu pengetahuan terkai lt peran yang di llakukan 

kepoli lsan untuk mmengatasi l pengemudi l di lbawah umur. 

2. Secara prakti ls 

a. Di lharapkan hasi ll dari l peneli lti lan i lni l dapat menambah wawasan bagi l 

penyusun dan bagi l pembaca pada umumnya tentang bahaya mengemudi l 

di lbawah umur. 

b. Di lharapkan hasi ll dari l peneli lti lan i lnil dapat berguna sebagai l saran untuk 

mengatasi l pengemudi l di lbawah umur. 

E. Penegasan istilah 

1. Polilsi l 

Polilsi l adalah aparat penegak Hukum yang bertugas sebagai l pemeli lhara 

keamanan, keterti lban masyarakat. Di ldalam tugas polilsi l dalam memeri lksa 
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kecelakaan lalu li lntas sudah di latur dalam Perkap Kapolri l Nomor 15 Tahun 

2013 tentang penanganan Kecelakaan Lalu Li lntas. Kecelakaan lalu li lntas 

merupakan suatu peri lsti lwa di l jalan yang ti ldak di lduga dan ti ldak di lsengaja 

meli lbatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lai ln yang 

mengaki lbatkan korban manusi la dan/atau kerugi lan harta benda. Poli lsi l dalam 

melaksanakan tugasnya yang pertama dengan mendatangi l Tempat Kejadi lan 

Perkara Kecelakaan (TKP) dengan langsung memberi lkan pertolongan kepada 

korban dan selanjutnya melakukan olah TKP.11 Setelah olah TKP poli lsi l juga 

harus melaksanakan pengaturan kelancaran arus lalu li lntas setelah terjadil 

kecelakaan dan poli lsi l melakukan ti lndakan pengamanan barang bukti l untuk 

menjaga keutuhan agar barang bukti l tetap terjami ln kuanti ltas dan/atau 

kuali ltasnya. Sampai l dengan yang terakhi lr melakukan penyi ldi lkan dalam hal 

dan menurut cara yang di latur dalam Undang-Undang untuk mencari l serta 

mengumpulkan buktil yang dengan bukti l iltu membuat terang tentang 

kecelakaan lalu li lntas yang terjadi l dan guna menemukan tersangkanya. 

2. Lalu Li lntas dan Pelanggarannya 

Lalu lilntas merupakan salah satu unsur bagilan yang ada di ldalam jalan 

raya. Jalan raya adalah jalur-jalur di l atas permukaan bumi l yang sengaja di lbuat 

oleh manusi la dengan bentuk, ukuran-ukuran dan kontruksi lnya sehi lngga dapat 

di lgunakan untuk menyalurkan lalu li lntas orang, hewan, dan kendaraan yang 

mengangkut barang-barang dari l tempat yang satu ketempat yang lai lnnya 

dengan cepat dan mudah. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto jalan raya 

 
11 Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Perdilan Pidana 

Anak di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014 
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adalah suatu unsur yang sangat penti lng dalam kehi ldupan bersama dalam 

masyarakat, adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan yang cukup 

mendasar bagi l manusi la dan sarana untuk memenuhi l kebutuhan dasar 

lai lnnya.12  

Dasarnya manusi la mempunyai l hak dalam berlalu li lntas untuk 

menunjang kebutuhannya dengan harus memperhati lkan keamanan dan 

kenyamanan bersama. Di lsi llah peran peran penegak Hukum dalam 

menjalankan fungsi lnya. Pengerti lan pelanggaran sendi lri l adalah Perbuatan 

yang oleh umum baru di lsadari l sebagai l ti lndak pi ldana, karena Undang-Undang 

menyebutnya sebagai l deli lk, jadi l karena ada Undang-Undang mengancam 

dengan pi ldana. Pelanggaran juga terdapat dalam buku ke IlIlIl Ki ltab Undang-

Undang Hukum Pi ldana (KUHP) yang mengatur mengenai l adanya sebuah 

larangan-larangan yang telah di lkai ltkan dengan suatu sanksi l berupa 

Hukuman. Adapun sanksi l yang dilberi lkan bi lsa berupa denda maupun dengan 

sanksi l kurungan penjara. Sebagai l contoh pelanggaran lalu li lntas di lmana 

seseorang dapat di lkatakan melakukan pelanggaran ji lka si lfat perbuatannya 

sudah melawan Hukum dan adanya peraturan yang mengaturnya di ldalam 

Undang-Undang. 

3. Kesadaran Hukum 

Kesadaran Hukum merupakan kondi lsi l di lmana di lri l ki lta sendi lri l patuh 

dan mengerti l tentang adanya suatu Hukum yang berlaku, di lmana dengan 

adanya kepatuhan Hukum akan menci lptakan kondi lsil yang aman. Adanya rasa 

 
12 Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsy. Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: 

Pustaka Yustisia, 2015. 
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sadar terhadap Hukum, masyarakat ti ldak perlu adanya mengeluarkan atau 

memberi lkan sanksi l akan tetapi l bilar Hukum tersebut yang memberi lkan sanksi l 

kepada si lapapun masyarakat yang telah melanggar. Terci lptanya kesadaran 

Hukum maka akan terci lptanya budaya Hukum yang posilti lf serta masyarakat 

akan mematuhi l peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.13 

4. Kendaraan Bermotor 

Pengerti lan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Li lntas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (8) 

“kendaraan bermotor adalah seti lap kendaraan yang di lgerakkan oleh peralatan 

mekani lk berupa mesi ln selai ln kendaraan yang berjalan di latas rel”. Kendaraan 

bermotor juga dapat di larti lkan suatu kendaraan yang bergerak/ melaju dengan 

bantuan alat berupa mesi ln yang mempunyai l suatu ukuran di lmensi l tertentu 

yang dapat di lkendarai l dan menjadi l sebuah alat trasnportasi l.14  Kendaraan 

bermotor adalah seti lap kendaraan yang di lgerakkan oleh peralatan mesi ln dan 

penyelenggaraanya berada di l jalanan umum. Kendaraan bermotor juga 

di larti lkan sebagai la gandengan atau kereta tempelan yang di lrangkai lkan dengan 

kendaraan bermotor sebagai l penari lknya. Kendaraan bermotor adalah seti lap 

kendaraan yang memi lli lki l mesi ln, bai lk berupa motor, mobi ll, truk dan 

sebagai lnya. menurut peneli lti l adalah serangkai lan alat transportasi l darat yang 

pada bagi lan tertentu terdapat mesi ln penggerak yang mana dalam 

pengoperasi lannya memerlukan bahan bakar mi lnyak. 

  

 
13 Prakoso, Djoko. Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Bina 

Aksara, 1987. 
14 R.Cecil, Andrew, et al. Penegakkan Hukum Lalu-Lintas Panduan bagi Para Polisi dan 

Pengendara. Bandung: Penerbit Nuansa, 2011. 
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5. Pengemudi l Kendaraan Bermotor 

Pengerti lan pengemudi l kendaraan bermotor terdapat pada Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Li lntas dan Angkutan Jalan pada 

Pasal 1 Ayat (23) di lsebutkan bahwa “Pengemudi l adalah orang yang 

mengemudi lkan kendaraan bermotor dil jalan yang telah memilli lki l surat ilzi ln 

mengemudi l”. Surat Ilzi ln Mengemudi l (SIlM) sebagai l tanda kecakapan dalam 

mengemudi lkan kendaraan bermotor yang di lkeluarkan oleh Kepoli lsi lan 

Republi lk Ilndonesi la, kepada seseorang yang telah menjalani l syarat 

admi lni lstrati lf, sehat jasmani l dan rohani l, dan juga telah memi lli lki l pemahaman 

yang cukup jelas mengenai l rambu-rambu lalu li lntas yang ada, dan sudah 

menguasai l atau terampi ll dalam mengemudi lkan kendaraan bermotor.15 

6. Penegakan Hukum 

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum adalah merupakan 

keseluruhan kai ldah serta semua asa yang mengatur pergaulan hi ldup dalam 

masyarakat dan bertujuan untuk memeli lhara keterti lban serta meli lputi l 

berbagai l lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kai ldah sebagai l 

suatu kenyataan dalam masyarakat. Kehi ldupan dalam masyarakat yang 

sedi lki lt banyak berjalan dengan terti lb dan teratur i lni l tildak lepas dari l adanya 

dukungan oleh adanya suatu tatanan. Karena dengan adanya tatanan i lni llah 

kehi ldupan menjadi l terti lb, sehi lngga Hukum dengan adanya tatanan i lni llah 

kehi ldupan menjadi l terti lb, Hukum merupakan bagi lan i lntegral dari l kehi ldupan 

 
15 Ibid 
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manusi la. Hukum mengatur dan menguasai l manusi la dalam kehi ldupan dan 

dalam kehi ldupan bersama.16 

7. Anak  

Di ldalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perli lndungan 

Anak Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang 

belum berusi la 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masi lh di ldalam 

kandungan”. Sedangkan pengerti lan anak menurut R.A. Kosnan adalah 

“Anak-Anak yai ltu manusi la muda dalam umur muda dalam ji lwa dan 

perjalanan hi ldupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan seki ltarnya”. 

Di ldalam pengerti lan-pengerti lan tersebut pemeri lntah sebagai l alat Negara 

dalam melaksanakan tujuan Negara sudah membuat urai lan mengenai l batasan 

umur seseorang dapat di lkatakan sebagai l anak. Secara fi lsi lk, anak masi lh dalam 

usi la perkembangan jadi l butuh waktu agar pas duduk di l bangku pengemudi l. 

Tentu akan ri lskan ji lka seorang pengemudi l ti ldak dapat menekan pedal 

rem hi lngga habi ls lantaran kaki lnya belum sampai l atau ti ldak bi lsa meli lhat 

keluar jendela lantaran posi lsil duduk masi lh terlalu rendah, SIlM (Surat Ilzi ln 

Mengemudi l) merupakan buktil kecakapan seseorang dalam mengemudi lkan 

kendaraan di l jalan. Pemi llilk SIlM di langgap sudah paham aturan dan cara 

mengemudi l yang bai lk dan aman sehi lngga dapat berperi llaku sesuai l Hukum 

yang berlaku. 

SIlM juga merupakan bukti l yang menyatakan bahwa seseorang sah dan 

di lperbolehkan untuk mengemudi l karena sudah memenuhi l persyaratan 

 
16 Soekanto, Soejono. Inventarisasi dan Analisa Terhadap PerUndang-Undangan Lalu 

lintas. Jakart: Cv. Rajawali, 1984. 
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Hukum yang di ltentukan. Anak yang belum memi lli lkil SIlM otomati ls bersalah 

ji lka menemui l masalah di l jalan walaupun dalam posi lsil benar sekali lpun. Salah 

satu alasan penerapan batas usi la pemohon SIlM adalah perti lmbangan 

mental.17 

Ji lka berkendara tanpa mental yang mumpuni l, konsentrasi l dan emosi l 

rentan terganggu. Mi lsalnya baru putus dengan pacar, lalu mengemudi l mobi ll 

asal-asalan karena galau dan akhi lrnya tabrakan, atau mai ln kebut-kebutan dil 

jalan tanpa memi lki lrkan keselamatan di lri l dan orang lai ln. Meski lpun orang 

dewasa bi lsa melakukan kesalahan serupa, tapi l di lharapkan bi lsa di lcegah ji lka 

pemi lli lk SIlM sudah cukup umur.18 

8. Hukum i lslam  

Di l dalam Hukum pi ldana Ilslam ti ldak ada perbedaan antara pelanggaran 

dan kejahatan, semuanya di lsebut jilnayah atau jari lmah mengi lngat silfat 

pi ldananya. Suatu perbuatan di langgap jari lmah apabi lla dapat merugi lkan 

kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugi lkan 

kehi ldupan anggota masyarakat, bai lk benda, nama bai lk atau 

perasaanperasaannya dengan perti lmbangan-perti lmbangan lai ln yang harus 

di lhormati l dan di lpeli lhara. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberi lkan gambaran secaara sederhana dan memudahkan 

peneli lti l, maka dalam peneli lti lan ilni l peneli lti l membagi l pembahasan dalam enam 

bab, adapun si lstemati lka sebagai l beri lkut. 

 
17 Di akases https://www.toyota.astra.co.id/toyota-connect/news/sebab-anak-usia-di-bawah-

umur-dilarang-mengemudi-mobil-di-jalan pada tanggal 8 november 2023 
18 Suprapto, Toto. Keprihatinan Etika Berlalu Lintas Dalam Suara Merdeka. Semarang: Asy 

Syifa CV, 2011. 

https://www.toyota.astra.co.id/toyota-connect/news/sebab-anak-usia-di-bawah-umur-dilarang-mengemudi-mobil-di-jalan
https://www.toyota.astra.co.id/toyota-connect/news/sebab-anak-usia-di-bawah-umur-dilarang-mengemudi-mobil-di-jalan
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Bab I, beri lsi l tentang gambaran awal peneli ltilan, meli lputi l konteks 

peneli lti lan sebagai l faktor mengapa peneli lti lan i lni l di llakukan, focus peneli lti lan, 

tujuan peneli lti lan, kegunaan peneli lti lan, penegasan i lsti llah, dan si lstemati lka 

pembahasan. 

Bab II, beri lsil landasan teori l yang berhubungan dengan kaji lan yang akan 

di lbahas dalam peneli lti lan i lni l, di lantaranya pembahasan mengenai l penyelesai lan 

mengenasi l ti lndakan kepoli lsilan dalam meni lndak pengemudi l di lbawah umur di l 

Kabupaten Tuban. 

Bab III, dilsaji lkan mengenai l metode peneli lti lan, yang beri lsi l tentang dasar 

peneli lti lan, lokasi l peneli lti lan, focus peneli lti lan, sumber data, Tekni lk pengumpulan 

data, vali ldi ltas data dan anali lsi ls data. 

Bab IV, beri lsil tentang paparan data dan temuan yang di lambi ll dari l hasi ll 

peneli lti lan di l lapangan. 

BAB V, Pembahasan dari l seluruh data yang di lperoleh di llapangan, bai lk 

berupa data pri lmer maupun data sekunder, di llanjutkan dengan anali lsi ls data yang 

merupakan jawaban di latas focus peneli lti lan. 

Bab VI, Penutup yang beri lsi l kesi lmpulan dan saran dari l proposal skri lpsi l. 

  


